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ABSTRAK 

HUDRING, NIM : 15030103015,,. “Aktivitas Sosial Penggalangan dana dan 

barang tanpa Legalitas dalam Perspektif Pasal 30 Peraturan Daerah Kota 

Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat Kota Kendari”,. Dibimbing oleh Bapak Ahmadi S.Hi,. M.H 

Sebagai Pembimbing I dan Bapak Asrianto Zainal S.H, M.Hum. Sebagai 

Pembimbing II 

Penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui implementasi Pasal 30 Peraturan 

Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat terhadap Aktivitas Sosial Penggalangan Dana dan 

Barang di Kota Kendari, Sebab-sebab yang melatar belakangi Aktivitas Sosial 

Penggalangan Dana dan Barang dilaksanakan tanpa Legalitas / Izin di Kota 

Kendari, Serta upaya-upaya dalam mengatasi kegiatan  Penggalangan Dana dan 

Barang secara Illegal di Kota Kendari. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tehnik 

analisis deskriptif, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris yaitu dengan menggunakan konsepsi Pasal 30 Peraturan Daerah 

Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 dengan menghubungkan pada realitas 

dilapangan secara objektif dan sistematis tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Kendari mengenai keharusan Adanya Izin dalam kegiatan Penggalangan 

dana dengan melakukan wawancara kepada Penggalang dana atau barang di Kota 

Kendari  serta Pihak Dinas Sosial Kota Kendari sebagai unsur pelaksana tugas 

Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam urusan sosial, yang dalam hal ini meliputi 

pemberian izin, melakukan pengawasan dan penertiban. 

Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Pertama, Pasal 30 Peraturan Daerah 

Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat belum terimplementasi dengan baik hal tersebut berdasarkan hasil 

penelitian dari lima kelompok penggalang dana atau barang di Kota Kendari 

seluruhnya tidak memiliki izin penggalangan dana, Kedua, Bahwa sebab-sebab 

yang melatar belakangi Aktivitas Sosial Penggalangan dana dan Barang 

dilaksanakan tanpa Izin di Kota Kendari ialah (a). minimnya sosialisasi kepada 

Masyarakat terkait Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 khususnya Pasal 30 

Tentang keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana disebabkan 

oleh tidak memadainya anggaran yang ada (b). Lemahnya Penegakan Hukum 

terhadap Penggalang dana tanpa izin disebabkan tidak jalannya pengawasan pihak 

Polisi Pamong Praja. Ketiga, Bahwa terdapat beberapa upaya dalam mengatasi 

kegiatan  Penggalangan Dana dan Barang secara Illegal di Kota Kendari 

diantaranya, (a) Meningkatkan Alokasi Anggaran, (b). Meningkatkan Sosialisasi 

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 khususnya Pasal 30 Tentang keharusan 

adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana, (c). Meningkatkan Optimalisasi 

Peran Satuan Polisi Pamom Praja. 

Kata kunci : Penggalangan Dana, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat. 
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ABSTRACT 

HUDRING, NIM : 15030103015,,. “Social Activities Fundraising and goods 

without Legality in Perspective Article 30 Kendari City Regional Regulation 

No. 10 of 2014 concerning Public Order and Public Peace in Kendari City” 

Supervised by Mr. Ahmadi S.Hi,. M.H As Advisor I and Mr. Asrianto Zainal 

S.H, M.Hum. As Advisor II 

This study aims to “Know the implementation of Article 30 of Kendari City 

Regional Regulation No. 10 of 2014 concerning Public Order and Public Peace of 

Fundraising Social Activities and Goods in Kendari City, The reasons behind the 

Fundraising and Goods Social Activities carried out without Legality / Permits in 

Kendari City, As well as efforts to overcome Fundraising activities and Illegal 

Goods in Kendari City.  

The type of research in this research is qualitative research with descriptive 

analysis techniques, the research method used in this research is empirical 

juridical, namely by using the conception of Article 30 of Kendari City Regional 

Regulation No. 10 of 2014 by linking to the reality on the ground in an objective 

and systematic manner regarding the Implementation of the Kendari City 

Regional Regulation regarding the necessity of having a permit for fundraising 

activities by conducting interviews with fundraisers or goods in Kendari City as 

well as the Kendari City Social Service as implementing elements of the City 

Regional Government‟s duties Kendari in social affairs, which in this case 

includes granting permits, supervising and controlling.  

The results of the study show that first, Article 30 of Kendari City Regional 

Regulation No. 10 of 2014 concerning Public Order and Public Peace has not 

been properly implemented, based on the results of research from five fundraising 

groups or goods in Kendari City, all of them do not have fundraising permits. 

Second, that the reasons behind the fundraising social activities and goods carried 

out without a permit in Kendari City are (a). Lack of outreach to the community 

regarding Regional Regulation No. 10 of 2014, especially Article 30 concerning 

the need for permits in fundraising activities due to the inadequate existing budget 

(b). Weak law enforcement against fundraisers without permission is due to the 

non-operational supervision of the Civil Service Police. Third, That there are 

several efforts to deal with Illegal Fundraising and Goods activities in Kendari 

City including, (a) Increasing Budget Allocations, (b). Increasing Socialization of 

Regional Regulation No. 10 of 2014, especially Article 30 concerning the need for 

permission to participate in fundraising activities, (c). Improving the Optimization 

of the Role of the Pamom Praja Police Unit.  

Keywords: Fundraising, Regional Regulation, Public Order and Public Peace. 
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